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ABSTRAK

Nurul Auliya Fadzlina, 2024. Kekeliruan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia
Calon Kepala Daerah. Skripsi Fakultas Syariah Program
Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Putusan Mahkamah
atas uji materil Peratur
No.9 Tahun 2020

MA) No.23 P/HUM/2024
ilihan Umum (PKPU)

No.3 Tahun 20 ilihan Gubernur
dan Wakil , dan/atau
Walikota d usia paling
rendah 30 Gubernur
dan 25 ta i il Bupati,
calon Wal i i ana diatur
Pasal 4 a an Umum
9/2020 ya i j pasangan
calon dan J i terpilih.

yang tepat adal
dengan p analisis | yuridis-
h) pendekatan i
Mahkamah

skipun langkah
usia calon kepala
daerah Dbertujuan menjaga kelayakan dan kompetensi,
pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Hasil
konstruksi hukum dengan metode argumentum a contrario
menunjukkan bahwa Mahkamah Agung seharusnya tidak
menetapkan batas usia calon kepala daerah dalam
putusannya, kecuali jika aturan tersebut secara eksplisit diatur
dalam  Undang-Undang.  Hasil  konstruksi  hukum
menggunakan metode penyempitan menunjukkan bahwa

viii



Mahkamah Agung mencoba menjembatani kekosongan
hukum dengan cara yang dianggap paling relevan dengan
kebutuhan praktis. Namun, langkah ini harus dilakukan
dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum dan keadilan. Kemudian (2) akibat
hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung
Nomor 23 P/HUM/2024 yaitu pengujian Pasal 4 ayat (1)
huruf d PKPU 9/2020 mengenai syarat calon gubernur dan
wakil gubernur adalah 30 taglawn, dan bupati/wali kota dan
wakil bupati/wakil wali tahun, terhitung sejak
penetapan pasangan n tersebut dianggap
bertentangan denga f e Undang-Undang




ABSTRACT

Nurul Auliya Fadzlina. 2024. Mistakes in Supreme Court
Decision Number 23 P/HUM/2024 Regarding the Age of
Regional Head Candidates. Sharia Faculty Thesis,
Constitutional Law Study Program. K.H. State Islamic
University Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

ision No.23 P/HUM/2024
f General Election
020 concerning the
017 concerning

Supreme Court (M
regarding the mateg
Commission Regulati
fourth amendm
Nominations
Governor,
Deputy M
years for
25 years
Mayor ¢
regulated
Election
from the
the inaug

ates for Regent Regent,
and.. candidates
4 paragraph (1)
Regulation 9/202
n of the candidat
e elected candidat
type of research

y starting
now from

P/HUM/2024 b
although the Supreme Court's steps to determine the age limit
for regional head candidates are aimed at maintaining
eligibility and competence, this approach must be carried out
carefully. . The results of legal construction using the
argumentum a contrario method show that the Supreme
Court should not set an age limit for regional head
candidates in its decision, unless this rule is explicitly
regulated in law. The results of legal construction using the

X



narrowing method show that the Supreme Court is trying to
bridge the legal void in a way that is considered most
relevant to practical needs. However, this step must be taken
very carefully so as not to conflict with the principles of legal
certainty and justice. Then (2) the legal consequences of the
legal construction of Supreme Court Decision Number 23
P/HUM/2024, namely the review of Article 4 paragraph (1)
letter d PKPU 9/2020 regarding the requirements for
candidates for governor and geputy governor to be 30 years
old, and regent/mayor a regent/deputy mayor 25
years, starting from th of the candidate pair.

Keywords:
P/HUM/2
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BAB |
PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah
Konstitusi Negara Republik Indonesia telah
menentukan secara tegas bahwa Kekuasaan Kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka  untuk
menyelenggarakan peradi@is dalam menegakkan hukum
dan keadilan (vide: at (1) Undang-Undang
Dasar 1945) vy i dalam ayat ke-2
menentukan sebagai pelaku
kekuasaan i

,  lingkungan Militer,
ilan 'Tata Usah Sebagai
gogi, - Mahkama bertugas
anaan hukum di menjaga
agar p ukum konsisten elain itu,
ng  memiliki untuk

turan-peraturan y.
asaannya dan

omisi Pemilihan
Umum (PKP ' g Perubahan ke-
empat atas PKPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

! Restu Permadi et al., 2020, Tinjauan Hukum Kemandirian dan
Independensi Mahkamah Agung di dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3,
Tahun 2020, 399-415

2 Nuria S Enggarani, 2018, Independensi Peradilan dan Negara
Hukum. Law and Justice Journal, Vol. 3 (No. 2, Oktober), p. 85

1



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
mengubah syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon
Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon
Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon
Wakil Walikota sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) huruf
d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9/2020 yang
sebelumnya terhitung sejakggenetapan pasangan calon dan
sekarang sejak pelanti
Seharusnya, ng yang memeriksa
i atasnya, yang
i{u Pasal 7 ayat

Peraturan
Perppu) No.1
ur,” Bupati, dan
Undang-Undang

Undang-Undan
me pencalonan
ahun untuk calo
rta 25 tahun unt

mengatur
atas usia
dan calon

berbunyi:
“Calon
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling
rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh



lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,

serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan
usia minimal calon kepala daerah antara Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Mahkamah Agung (MA). KPU
menafsirkan bahwa persyaratan usia minimal 30 tahun
bagi calon kepala daerah harus terpenuhi sejak tahapan
penetapan pasangan cal Penafsiran ini dituangkan
dalam Pasal 4 ayat (

jkan tafsir
huruf e

Pilkada. bahwa
tersebut eksplisit
minimal

pencalonan
Berdasa imates, maka peneliti
akan menganalisis tentang “KEKELIRUAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024
TERHADAP USIA CALON KEPALA DAERAH”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena yang ada pada latar belakang
di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:
1. Bagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah
Agung Nomor 23 P/HUM/2024?
2. Bagaimana akibat hukum atas konstruksi hukum
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari peneli alah untuk:
1. Menganalisis i

itian ini adalah
tis

ahkamah Agun an peran
dikatif _ dalam
rma hukum pad
ini

Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah.
E. Kerangka Teoritis
1. Teori Konstruksi Hukum
Teori konstruksi hukum adalah teori yang
berkaitan dengan cara membentuk, memahami, dan
menerapkan hukum dalam sistem hukum tertentu.
Konstruksi hukum berkaitan dengan proses penalaran



hukum yang digunakan oleh penegak hukum, seperti
hakim, pengacara, atau pembuat kebijakan, untuk
mengisi kekosongan hukum, menafsirkan aturan yang
ambigu, atau menyelesaikan persoalan hukum yang
kompleks. Konstruksi hukum merupakan metode
interpretasi hukum untuk memberikan makna terhadap
aturan atau norma hukum yang berlaku, khususnya
dalam situasi yang ti jelas atau tidak lengkap®.

eksplisit
memiliki

tertulis

Pada praktiknya, konstruksi hukum dilakukan
melalui:
a. Interpretasi hukum: menafsirkan norma hukum agar
sesuai dengan fakta kasus yang dihadapi.

® Peter Mahmud Marzuki. (2014). Pengantar Ilmu Hukum,
Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, him 12



b. Logika hukum: menggunakan penalaran logis untuk
menemukan solusi hukum berdasarkan prinsip-
prinsip hukum.

c. Analogi:  menemukan  hukum  berdasarkan
perbandingan kasus yang serupa.

d. Argumentasi hukum: menyusun alasan-alasan
hukum yang mendukung penyelesaian kasus.

2. Teori Hierarki Norma
Menurut H

norma hukum yang
r, dan berdasar dari

masih menurut termasuk
ormayang dina
dibentuk dan di

akhirnya hukum
is-lapis mem

yang terpaut dengan problematika yang akan dibahas
penulis. Penelitian ini digunakan sebagai pembanding dan
pendukung  penelitian  yang  dilakukan  penulis.
Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, sebagai berikut:



Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No Judul Persamaan Perbedaan

1 |Batas Usia | Membahasisu | MK No.
Pencalonan terkait usia 58/PUNDANG-
Gubernur, minimal calon | UNDANG-
Bupati, Dan | kepala daerah, | XV11/2019:
Walikota bailgi Menitikberatkan

pada uji materi
Undang-

Berdasarkan
Putusan
Mahka

putusan
yudisial
mempengaru daerah

batasan diatur
tersebut. Undang-
Kemudian, Pemilu
tudi mencakur Daerah.

aspek hukum
tata negara

enyoroti
adanya
kepala daerah | kekeliruan

dan bagaimana | dalam  putusan

* Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri

Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihaloho, 2020, Batas Usia
Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019, Jurnal Universitas
Pamulang, Vol 1, No 2



putusan MA terkait
tersebut penafsiran atau
berkaitan penerapan

dengan aturan usia calon
konstitusi serta | kepala daerah,
Undang- yang melibatkan
Undang terkait | persoalan teknis

pergibihan dan interpretasi
hukum olen MA

yang dianggap

prinsip
ketentuan

2 ISIS Studi
melibatkan
lembaga
peradilan
tertinggi di
Indanesia:
Mahkamah
Konstitusi
(MK) dan

Konstitusi dalam Sedangkan
Nomor pengujian Putusan MA No.
90/PUNDAN | Undang- 23




G-UNDANG
XX1/2023°

Undang
terhadap
konstitusi,
sedangkan MA
berperan
dalam

mengoreksi

mempengaru
aturan
pencalonan
dalam
pemilihan
umum, baik d
tingkat
nasional

mengenai
batas usia ini
memiliki

P/HUM/2024:
Membahas

calon kepala
daerah
(gubernur,
bupati,
walikota), yang
berhubungan
dengan pejabat
di tingkat
daerah. Pada

perubahan batas
usia tersebut

% Abdul Azis, 2023, Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas
Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi
Multidisiplin, Volume 1, Nomor 11

Nomor 90/PUU XXI/2023,

Jurnal llmiah
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dampak
langsung
terhadap siapa
saja yang dapat
mencalonkan
diri, sehingga
memengaruhi

Calon Wakil
Presiden:

Studi  Open
Legal Policy
Dalam

Putusan MK

lembaga
yudikatif
tertinggi di
Indonesia.
Penelitian
pertama fokus

sesuai  dengan
konstitusi,
sedangkan
Putusan MA No.
23
P/HUM/2024:
Lebih pada
kesalahan
yudisial atau
kesalahan dalam

pahas, Putusan
K No.
90/PUNDANG-
UNDANG-

XX1/2023:

Fokusnya pada
calon presiden
dan calon wakil
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NO. 90 | pada presiden, pejabat
90/PUNDAN | Mahkamah publik tertinggi
G- Konstitusi di Indonesia,
UNDANG- | (MK), sedangkan
XX1/2023° sementara Putusan MA No.
yang kedua 23
membahas P/HUM/2024:

Membahas batas
usia untuk calon
kepala  daerah
seperti gubernur,
ati, dan

ta. Pada

hukum dan lahan,
interpretasi MK No.
aturan DANG-
konstitusional
serta Undang-
Undang.
Kemudian,
kedua
penelitian i

keleluasaan
kepada pembuat
Undang-Undang

terutama
dalam
kaitannya

® Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza, 2024, Masalah
Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal
Policy Dalam Putusan MK NO. 90 90/PUU-XX1/2023, Jurnal Supremasi,
Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024
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dengan
konstitusi dan

Undang-
Undang yang
mengatur
pemilu serta
hak politik

dalam
menetapkan
aturan terkait
batas usia calon
presiden dan
wakil presiden.

MK dalam hal
ini menilai
apakah

kebijakan
embuat

batas usia
dengan
rinsip

kesalahan

penerapan
hukum  dalam
menafsirkan

aturan  terkait
usia calon
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kepala daerah,
yang dapat
menciptakan
kebingungan
atau
ketidakpastian
hukum di
tingkat daerah.

4 | Analysis
Changes
the

of

lisis

Perubahan
putusan

Terhadap
Proses

Demokrasi

negara

ia tersebut
erhadap proses
demokrasi  dan
kepemimpinan
di Indonesia

" Silvi Aryana Paradita, Irwan Triadi, Analysis of Changes in the
Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections
Through a Review of Constitutional Law, Indonesian Journal of Law and
Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, Hal: 1-13
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Di Indonesia:
Analisis
Putusan

MK RI NO.
104/PUNDA
NG-
UNDANG-
X11/2023®

G. Metode Penelitian

lisis . peraturan-p
yang . berlaku® ini
terhadap
nilai-nilai

digunakan ran Perundang-

® Saginah et al., Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan
Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Putusan
MK RI NO. 104/PUU-XI11/2023, Journal of Law and Nation (JOLN) Vol.
3 No. 3 Agustus 2024 hal. 488-497

% Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar
Grafika, him.17
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Undangan dalam penelitian  ini®®.  Pendekatan

Perundang-Undangan (statue approach) juga disebut
Pendekatan Yuridis. Untuk meneliti apakah ada
kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan
Undang-Undang yang lainnya.

Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
pendekatan yang digunakan untuk tidak adanya regulasi
atau aturan hukum demgan masalah yang dihadapi.
Pendekatan Konse umber dari pandangan-
in-doktrin pandangan
Case Approach)

ngan penelitian ini

a. Primer
ndang  Dasar Republik
Tahun 1945,
ndang - No.10 tentang

Kedua jatas U

than Gubernur,
Bupa Undang-Undang

(Undang-Undang Pilkada),

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun
2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2017

19 Johny Ibrahim, (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif, Malang: Bayumedia Publishin, him, 295



16

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
4) Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 23
P/HUM/2024.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder vyaitu data yang
mendukung atas pegmasalahan yang akan dibahas,
yang diperoleh tudi perpustakaan, bahan
bacaan atau jurnal, skripsi, hasil

., Sistematisasi kasi atau

engumpulkan lite levan dan
peraturan undangan
gkah inventaris hukum.

berarti | diatur istematis.
ahan hukum da kum atau
ngan ' yang ses

g dipakai adalah
teknik analisis bahan hukum secara preskriptif dengan
menggunakan logika penalaran deduktif yaitu menarik
kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari
kebenaran atau teoritis kemudian mengamati empiris
dari referensi setelah itu melakukan hipotesis serta
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pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan
teori'’.
H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab,
adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, bab ini memuat pendahuluan
yang berisi latar belakang kasus kajian penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitigm, dan kegunaan penelitian,
penelitian yang gka teori, metodologi
penelitian dan siste

i berisi teori yang
aitan dengan
Hierarki

I nantinya
alah yang
ahkamah

an  penulis
Kibat hukum dar
/HUM/2024.

up, bab inj

1 Zainuddin Ali, (2016), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar
Grafika



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung
Nomor 23 P/HUM/2024 didasarkan pada konstruksi
hukum yang keliru akan merugikan masyarakat,
khususnya pihak-pihak erdampak secara langsung.
Pada hierarki huku tusan pengadilan harus
selaras dengan hukum yang lebih
tinggi, sehing

ran.
egalitas' karena
omor 10 Tahun

dan harmoni
proporsionalitas antara hak konstitusional dan kepentingan
publik.

Akibat hukum atas konstruksi hukum Putusan
Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, vyaitu
pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 mengenai
syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun,

62
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dan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 25
tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon.
Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 7
ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.
Sehingga, persyaratan usia minimal tidak tepat
ditempatkan pada saat penetapan pasangan calon, karena
proses pencalonan tidak saja mencakup penetapan
sampai tahap pengesahan
erpilih. Pasal 7 ayat (2)
ahun 2016 tidak tegas

pasangan calon, namun }

isis" . terhadap i Putusan
Nomor 23 P/H rkait usia
yaitu:

konstruksi ng lebih
roporsional, dan

keharmonisan
hukum.

c. Evaluasi terhadap potensi cacat hukum dalam
putusan Mahkamah Agung dan dampaknya terhadap
preseden hukum di masa mendatang.

d. Penggunaan  prinsip  proporsionalitas  untuk
menyeimbangkan antara hak konstitusional dan
kepentingan publik.
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2. Lembaga
a. Mahkamah Agung (MA)

Perlu menerapkan konstruksi hukum yang
lebih ketat dalam menentukan legal standing
pemohon, sehingga hanya pihak yang memiliki
kerugian nyata dan substansial yang dapat
mengajukan permohonan. Kemudian,
mengintegrasikan prisip lex superior derogat legi
inferiori secara emastikan bahwa setiap

C. Keterbatasan Penulis
Pada penelitian tentang kekeliruan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap usia
calon kepala daerah, keterbatasan penulis dapat mencakup
beberapa hal berikut:
1. Adanya perbedaan interpretasi terhadap putusan
Mahkamah Agung antara penulis, akademisi, praktisi
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hukum, atau pihak lain yang berwenang, yang bisa
memengaruhi objektivitas penelitian.

2. Waktu terbatas juga memengaruhi proses wawancara
dengan pakar hukum tata negara atau peradilan.

3. Keterbatasan penulis dalam memahami kompleksitas
prosedur hukum acara di Mahkamah Agung.

~\vf
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